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Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan
atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XV11/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap
dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagat BUMN. Selain Putusan Mahkamah
Konstitusi, riset ini juga menggunakan literatur-literarur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan penelitian. Riset ini menggunakan metode berbasis penelitian doktrinal. Analisis penelitian juga
didukung oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatal kan amanat pengalihan Jaminan Sosial ASN dalam Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan jaminan
sosial bagi ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah dikelola secara khusus oleh TASPEN sebagai
badan pengelolajaminan sosial berbentuk BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa
pengelolaan tersebut tidak disatukan dengan pengelolaan jaminan sosial sektor swasta yang dikelola oleh
BPJS K etenagakerjaan. Mgjelis Hakim juga menegaskan bahwa pengalihan jaminan sosial dari TASPEN ke
BPJS K etenagakerjaan berpotensi merugikan hak konstitusional para Pegawai negeri karena adanya potensi
penurunan manfaat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya unsur penghargaan
bagi para pegawai negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sistem pengel olaan Jaminan Sosial
bagi ASN pada TASPEN, terdapat persinggungan antara keuangan negara dengan keuangan perseroan
sebagai badan hukum privat. Hasil Penelitian ini memberi saran perlunya penegasan keterpisahan jaminan
sosial bagi ASN dari jaminan sosial sektor swasta dalam setiap pengaturan jaminan sosial ASN sebagaimana
amanat konstitusi. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengelolaan iuran jaminan sosial, badan pengelola
juga perlu diberikan keleluasaan dalam ranah hukum privat mengingat bentuknya adalah BUMN Persero.
...... Social security for civil servants has a special characteristic becauseit is areward for their serviceto the
country. The results of this research prove that Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XV11/2019
has emphasized the mandate for the management of social security programs for ASN to continue to be
implemented specifically by “PT TASPEN (Persero)” as state-owned-enterprise (SOE). Apart from the
Constitutional Court Decision, this research also uses legal literature and statutory regulations as research
material. This research uses adoctrinal research-based method. The research analysisis also supported by
data obtained from interviews with sources related to the Constitutional Court's decision which canceled the
mandate for the transfer of Civil Servant Social Security in the Law on Social Security Administering
Bodies. From the research results, it was found that the management of social security for Civil Servants
after the Constitutional Court decision was managed specifically by TASPEN as a social security
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management body in the form of a SOE. The Constitutional Court's decision also emphasized that this
management is not integrated with the management of private sector social security which is managed by
BPJS K etenagakerjaan. The Panel of Judges also emphasized that the transfer of socia security from
TASPEN to BPJS K etenagakerjaan has the potential to harm the constitutional rights of civil servants
because of the potential for decreasing benefits, creating legal uncertainty, and causing aloss of the element
of appreciation for civil servants. This research also found that in the Social Security management system
for civil servants at TASPEN, there is an intersection between state finances and company finances as
private legal entities. The results of this research suggest the need to emphasize the separateness of social
security for civil servants from private sector social security in every civil servants social security
arrangement as mandated by the constitution. Furthermore, to optimize the management of social security
contributions, the management body also needs to be given flexibility in the realm of private law
considering that its form is SOE.



